INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERUBAHAN TAHUN 2021

Dipindai dengan CamScanner



KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

Nomor :

300/Kep. [b -Satpol PP/2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG,

Menimbang TR,

Mengingat Gl

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf
a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia ~ Tahun 2004  Nomor

126,Tambahan  Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

nda ,g—,Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
bentu - Kota Serang di Provmsx Banten
Republik Indo :
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614/;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang
Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021

~ tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan
~ Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

i,

MEMUTUBKAN:

an Polisi Pamong praja Kota

Keputusan Kepala Satu mon ;
Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
na tercantum dalam

Indikator Kinerja Utama sebagaima
Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan
kinerja yang digu

Praja Kota Serang, unt
tahunan, menyampaikan rencana  kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan
menyusun laporan akuntabilitas kinerja  serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Serang.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Serang.
[laku sejak tanggal ditetapkan,

Keputusan ini be
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
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